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NOMOR27TAHUN2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAHAAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN

PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KARANGASEM,

bahwa •untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penelahaan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan, Pemeliharaan
dan Penganggaran Barang Milik Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indoesia)
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia) Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

/



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
DAN PENELAHAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGANGGARAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem selaku

Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

6. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan
BMD.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai fungsi
pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Karangasem selaku Pejabat Penatausahaan Barang yaitu pejabat yang
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang
ada pada PD.

10. Kepala PD selaku pengguna BMD selanjutnya disebut Pengguna yaitu
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

11. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang
adalah kepala unit keija atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang
untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.

13. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat
dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus
barang.

14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD pada Pejabat
Penatausahaan Barang.

15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
BMD pada Pengguna Barang.



16.Pembantu Penguras Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
BMD pada Pengelola Barang.

17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
BMD pada Pengguna Barang.

18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.

19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang beijalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

20. Perencanaan pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan
agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.

22. Standarisasi Harga adalah penetapan harga barang sesuai jenis,
sepesifikasi dain kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang
selanjutnya disingkat APBD Semesta Berencana adalah Anggaran
Pendapatan Daeran Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Semesta
Berencana.

24. Rencana Keija dan Anggaran Satuan Kerja PD yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, Rencana belanja program dan kegiatan PD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran.

26. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah
dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

27. Daftar Rencana Tahunan Barang PD yang selanjutnya disebut dengan
DRTB PD adalah daftar yang memuat data kebutuhan barang pada masing-
masing PD.

28. Daftar Rencana Tahunan Pemeliharaan Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan DRTPB PD adalah daftar yang memuat data kebutuhan
Pemeliharaan barang pada masing-masing PD.

29. Daftar Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar
yang memuat kebutuhan BMD yang ditetapkan oleh Bupati setelah APBD
ditetapkan.

30. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan yang selanjutnya
disebut DKBMD Pemeliharaan adalah daftar yang memuat kebutuhan
Pemeliharaan BMD yang ditetapkan oleh Bupati setelah APBD ditetapkan.

31. Kartu Pemeliharaan Barang adalah kartu yang memuat informasi tentang
nama barang, spesifikasinya, tanggal pemeliharaan, jenis pekeijaan atau



pemeliharaan, barang atau bahan yang dipergunakan, biaya pemeliharaan,
pihak yang melaksanakan pemeliharaan dan hal-hal lain yang diperlukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mengintegrasikan pengelolaan BMD dalam pengelolaan keuangan Daerah di
lingkup Pemerintahan Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
penjelasan dan panduan kepada PD dalam menyusun RKBMD Pengadaan
dan RKBMD Pemeliharaan terkait dengan penyusunan RKA-PD serta
menyusun DKBMD dan DKBMD Pemeliharaan sebagai dasar pelaksanaan
pengadaan dan pemeliharaan BMD.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENELAHAAN

PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAN

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

(1) Perencanaan Kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta ketersediaan BMD yang ada
dan dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada PD sehingga dapat
dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

(2) Perencanaan Kebutuhan BMD mengacu pada Rencana Keija PD.
(3) Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan

Pemeliharaan BMD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), berpedoman pada Standar Barang, Standar Kebutuhan dan/atau
Standar harga di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Proses Perencanaan Kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD
pengadaan dan Pemeliharaan BMD untuk tahun anggaran berikutnya pada
awal tahun anggaran berkenaan.

(2) Usulan RKBMD dan RKPBMD PD yang telah dihimpun oleh Pengguna
Barang yang diajukan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD
melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD untuk ditelaah.

(3) Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan
BMD dan Pengurus Barang Pengelola bersama Pengurus Barang Pengguna
melakukan penelaahan atas usulan RKBMD dan RKBMD Pemeliharaan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna/Pengelola Barang.

(4) Data barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
a. laporan Daftar Barang Pengguna/Pengelola bulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna/Pengelola semesteran;
c. laporan Daftar Barang Pengguna/Pengelola tahunan;
d. laporan Daftar BMD semesteran; dan
e. laporan Daftar BMD tahunan.

(5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar
penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan.

(6) RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh
Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan anggaran pada RencanaKeija
dan Anggaran PD.

(7) Format Dokumen RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 5

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD BMD di lingkungan
Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat -
lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 6

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang
mengikutsertakan Pejabat penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
untuk memastikan kebenaran data masukan (inputj penyusunan usulan
RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); dan
b. ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.

(4) Hasil Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan BMD pada



tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;

d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada

Kuasa Pengguna Barang; dan
f. rencana kebutuhan pengadaan barangyang disetujui.

Pasal 7

(1) Hasil Penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang
disampaikan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (4) ditandatangani oleh Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan BMD berdasarkan
hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 8

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan BMD
di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-
lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 9

(1) Pengguna Barang melakukan Penelaahan atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pemeliharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
untuk memastikan kebenaran data masukan (inputj penyusunan RKBMD
Pemeliharaan yang sekurang-kurangnyamengacu pada daftar barang Kuasa
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat
Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
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b. nama Pengguna Barang;

c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.

Pasal 10

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang
disampaikan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4) ditandatangani oleh PenggunaBarang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan
Mei.

Pasal 11

(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola
Barang.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat
pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 12

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dilakukan terhadap:
a. relevansi program dengan rencana keluaran (outputj Pengguna Barang;
b. optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada

Pengguna Barang; dan
c. efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada

Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang
tugas dan fungsi PD.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang- kurangnya memperhatikan:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); dan
b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksudpada ayat
(2) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;



b. nama Pengguna Barang;

c. program;

d. kegiatan;

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada
Kuasa Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
(4) Dalam melaksanakan Penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan
pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Juni.

Pasal 13

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditandatangani oleh
Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga
bulan Juni.

Bagian Keempat
Tata Cara Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 14

(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakukan untuk melakukan
telaahan terhadap data BMD yang diusulkan rencana pemeliharaannya.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang- kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna
Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD
yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.

(4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan
pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Juni.
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Pasal 15

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan HMD dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditandatangani oleh
Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu
ketiga bulan Juni.

Pasal 16

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3)
ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Kelima

Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 17

(1) Pengguna Barang dapat melakukan Perubahan RKBMD.
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sebelum penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana.
(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan

Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Perubahan
RKBMD.

BAB IV

PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 18

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (6) dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dalam rangka pengkajian dan verifikasi RKA-PD.

Pasal 19

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang karena keterbatasan
keuangan Daerah sehingga tidak dianggarkan dalam APBD Semesta
Berencana tahun berkenaan dapat dipertimbangkan pada APBD Semesta
Berencana Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan skala prioritas
dan kemampuan keuangan Daerah.

fri
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Pasal 20

(1) Penganggaran pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD yang belum masuk
dalam RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dilakukan setelah
mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD.

(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melalui Kepala BPKAD
sebelum penyusunan RKA - PD.

(3) Daftar barang yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditampung dalam DKBMD Pengadaan dan DKBMD
Pemeliharaan.

(4) Penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dan
Pemeliharaan barang harus terinci dengan memuat nama barang,
banyaknnya barang dengan jumlah biaya dan informasi lainnya yang
diperlukan.

Pasal 21

(1) Setelah APBD Semesta Berencana ditetapkan Kepala PD menyusun DRTB
PD dan DRTPB PD dalam format RKBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
c.q Kepala BPKAD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) DRTB dan DRTPB sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dihimpun dan ditelaah oleh
Tim Penyusun DKBMD dan DKBMD Pemeliharaan.

(3) Hasil penelaahan DRTB dan DRTPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam bentuk DKBMD Pengadaan dan DKBMD
Pemeliharaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) DKBMD Pengadaan dan DKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) digunakan oleh PD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang
dan pemeliharaan barang PD.

(5) DRTB dan DRTPB diajukan bersama dengan pengajuan rancangan
DPA- PD pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 22

(1) Kepala PD bertanggung jawab atas pemeliharan BMD yang ada dibawah
penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
DKBMD Pemeliharaan.

(3) Dalam rangka Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
harus dicatat dalam Kartu Pemeliharaan Barang.

(4) Format Kartu Pemeliharan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercatum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya Pemeliharaan BMD dibebankan pada APBD Semesta Berencana.



Pasal 23

(1) Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil Pemeliharaan barang dan
melaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang
secara berkala.

(2) Kepala BPKAD meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menyusun daftar hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu)
Tahun Anggaran.

(3) Laporan hasil Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
sebagai bahan evaluasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Karangasem.

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Juni 2021

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI KARANGASEM,

/ I GEDE DANA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MRANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 27

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Stamp

Stamp

Stamp
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 27TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN

PENELAHAAN PERENCANAAN

KEBUTUHAN PENGADAAN,
PEMELIHARAAN DAN PENGANGGARAN

BARANG MILIK DAERAH

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG

1. Umum

Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaraan perlu
terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah
ditetapkan sesuai kondisi Daerah.
Perencanan kebutuhan dan penganggaraan barang Daerah perlu adanya
pemahaman dari seluruh Perangkat Daerah terhadap tahapan kegiatan
pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi
dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu memahami wewenang tugas dan
fungsi sebagai berikut:
a. Bupati sebagai pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah mempunyai

kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan
penerimaan dan pengeluaran Barang Milik Daerah serta mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan
Barang Milik Daerah;

b. Bupati dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan
Barang Milik Daerah dibantu oleh:
1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, sebagai

koordinator dibantu oleh Asisten yang membidangi melakukan
pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah, bertugas dan
bertanggung jawab atas terselenggarannya koordinasi dan
sinkronisasi antara Pembina, Pengelola dan Pengguna Barang.

2) Apabila dalam pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah
terdapat perbedaan pendapat antar unsur Pembina, Pengelola dan
Pengguna Barang yang mengakibatkan kemacetan, maka
Sekretaris Daerah selaku Pengelola berkewajiban untuk mengambil
tindakan pengamanan yang bersifat sementara, dalam keadaan
demikian, Sekretaris Daerah diminta maupun tidak diminta harus
menyampaikan laporan dan saran kepada Bupati untuk
mendapatkan keputusan terakhir;

3) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang bertanggung
jawab atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

4) Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang bertugas dan
bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan, pengadaan,
penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan/
perbaikan, pengamanan dan pengawasan barang dalam
lingkungan wewenangnya.

t
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2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran:
a. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan yang dilaksanakan

berdasarkan pertimbangan yaitu:
1) ketersediaan barmg yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.
2) untuk memenuhi kebutuhan barang pada masing-masing

Perangkat Daerah sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai
dalam satu organisasi;

3) adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang,
mati/sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan
sehingga memerlukan penggantian;

4) adanya peruntukan barang yang didasarkan pada
peruntukan standar perorangan, jika teijadi mutasi
bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;

5) untuk menjaga tingkat persediaan barang milik Daerah bagi
setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan

6) pertimbangan teknologi.

b. Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan
dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/
ketersediaan keuangan Daerah;

c. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan
barang harus terinci dengan memuat nama barang, banyaknya
barang,jumlah biayadan informasi lainnyayang diperlukan;

d. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun oleh masing-
masing unit sesuai Rencana Keija Perangkat Daerah dengan
memperhatikan standar satuan harga barang/jasa yang telah
ditetapkan oleh Bupati;

e. kegiatan perencanan kebutuhan dan penganggaran meliputi:
1) kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan

atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing Perangkat
Daerah sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
a) barang apa yang dibutuhkan;
b) dimana dibutuhkan
c) bila mana dibutuhkan;
d) berapa biaya;
e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
f) alasan-alasan kebutuhan; dan
g) cara pengadaan.

2) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang
melaksanakan koordinasi dari proses penyusunan, menghimpun
dan menyampaikan RKBMD untuk 1 (satu) tahun anggaran yang
diperlukan oleh setiap Perangkat Daerah.

f. Tahap Kegiatan
1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang merencanakan

dan menyusun kebutuhan dana dalam RKA-Perangkat Daerah
sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

2) Masing-masing Perangkat Daerah menyusun RKBU dan
RKPBU kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Daerah
selaku Pengelola melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Penatausashaan Barang untuk diteliti dan disusun menjadi
RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan;

3) Setelah APBD ditetapkan kepala Perangkat Daerah menyusun
DRTB dan DRTPB untuk disampaikan kepada Bupati melalui
Pengelola;
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4) Berdasarkan DRTB dan DRTPB dari semua Perangkat
Daerah ditelaah dan dihimpun menjadi DKBMD Pengadaan
dan DKBMD Pemeliharaan untuk 1(satu) tahun anggaran; dan

5) DKBMD dan DKPBMD tersebut dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah.

B. PEMELIHARAAN BARANG

1. Umum

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang
selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap
barang invetaris yang sedang dalam unit, pemakaian, tanpa merubah,
menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga
dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik
dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.
Penyelenggaraan Pemeliharaan dapat
berupa:
a. Pemeliharaan ringan adalah Pemeliharaan yang dilakukan sehari

hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani
anggaran;

b. Pemeliharaan sedang adalah Pemeliharaan dan perawatan yang
dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang
mengakibatkan pembebanan anggaran; dan

c. Pemeliharaan berat adalah Pemeliharaan dan perawatan
yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang
pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi
dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan
pembebanan anggaran.

Penyelenggaraan Pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah
Barang
Milik Daerah terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh
faktor:

a. biologis;
b. cuaca, suhu, air dan kelembaban;
c. fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat

barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan,
getaran dan tekanan; dan

d. Iain-lain nya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas
dan sifat-sifat lainnya yang mengurangi kegunaan barang.

2. Kriteria Pemeliharaan

a. barang yang dapat dipelihara dan dirawat adalah barang
inventaris yang tercatat dalam buku inventaris.

b. barang milik daerah yang tidak dapat diusulkan pemeliharaannya
oleh Perangkat Daerah meliputi:
1) barang milik daerah dalam kondisi rusak berat;
2) barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan

sementara;
3) barang milik daerah yang sedang dalam status dioperasikan

oleh pihak lain; dan
4) barang milik daerah yang sedang dalam status

dilakukan pemanfaatan.
c. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) tidak

termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan
jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

J
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3. Rencana Pemeliharaan Barang

ateu r^" penegasan urutan tindakanatau gambaran pekeqaan yang akan dilaksanakan terhadap barang
mventans, yang dengan tegas secra tertulis memuat macam/jenif
h,?™ Pekeqaan, banyaknya atau volume pekeijaan, perkiraanbiaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.

menyusun rencana pemeUharaanbarang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis, jenis

waktuX; """"
penyusunan Rancangan APBD, khususnya

dan

3) DRTPB disampaikan kepada Pengelola melalui Pejabat
Penataus^aan Barang untuk digunakan sebagai pedoman
selama tahun angggiran yang bersangkutan.

c. DRTPB yang disusun Perangkat Daerah ditandatangani oleh
Kepala Perangkat Daerah dan diajukan pada waktu dan menurut
prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian maka DRTPB
merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap
perubahan yang akan diadakan pada rancangan pemeliharaan harus
dengan sepengetahuan Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan, sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah selaku
Pengelola melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan
Barang.

4. Pelaksanaan Pemeliharaan
a. Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh

kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala
Perangkat Daerah selaku Pengguna barang sesuai dengan DKBMD
Pemeliharaan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.

b. Pelaksanasm Pemeliharaan barang milik Daerah ditetapkan dengan
surat perintah keija/surat peijanjian/kontrak yang ditandatangani
oleh kepala Perangkat Daerah.

c. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah,
harus dibuat kartu Pemeliharaan/perawatan yangmemuat:
1) nama barang inventaris;
2) spesifikasinya;
3) tanggal perawatan;
4) jenis pekeijaan atau Pemeliharaan;
5) barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;
6) biaya Pemeliharaan/perawatan;
7) yang melaksanakan Pemeliharaan/perawatan; dan
8) Iain-lain yang dipandang perlu.

d. Pencatatan dalam kartu Pemeliharaan/perawatan barang dilakukan
oleh Pengurus Barang.

e. Penerimaan pekeijaan pemeliharaan/perawatan barang:
1) Pekeijaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus

dilakukan pemeriksa oleh pejabat/ panitia pemeriksa barang.
2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Pekeijaan/dokumen yang dipersamakan yang ditandatangani oleh
Pejabat/Panitia Pemeriksa Barang;
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3) Pelaksanaan pekeijaan/Pemeliharaan barang dilaporkan kepada
Sekretaris Daerah selaku Pengelola melalui Kepala BPKAD selaku
Pejabat Penatausahaan Barang; dan

4) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang mengimpun
seluruh pelaksanaan Pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada
Bupati.

^BUPATI KARANGASEM

I CEDE DANA

.(f

Free Hand

Stamp



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAHAAN PERENCANAAN

KEBUTUHAN PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN
PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

1. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADAKUASA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI
(4)

KABU PATEN/KOTA
(5)
PENGGUNA BARANG
(e)

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA
BARANG (2)

TAHUN

(3)
Hataman : (X)

No. Progra m/Kegiatan/Output
Usulan Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang Yang Da pat Dioptimalisasikan Kebutuhan Rill BMD

Ket.

Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan

l 2 3 A S 6 7 8 9 3.0 lA. 12 13-7-11 14 15

A. Program

±. Kegiatan

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

2. Kegiatan

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

3. Dst

B. Program

±. Kegiatan

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

2. Ke^atan ......

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

3. Dst

C. Dst

(7) (S) (9) {lO) (±±) (±2) (i3> (14) (iS) (3.6) (17) (18) (19) (20) (21)

(22)
Kuasa Pengguna Barang

NIP.

... (23)

-(2^)
(}4)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana keija

SKPD.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yangdibutuhkan.
(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(23) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(24) Diisi nama dan NIP pejabatyangmengesahkan.



2. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA
PENGGUNA BARANG

TTT

Program/ Kegiatan / Output

A. Program

2. Kegiatan
a. Output

3. Dst

B. Program
1 • Kegiatan

a. Output

a. Output

W

Kode Barang

X.X.X.X.X.XX.XXX

W

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG f2}
TAHUN (3)

Nama Barang

4

TTor

(4)

(5)
(6)

Barang Yang Dipelihara

Status Baj-ang

TTTT TTsr TT3r

Kondisi Barajng

TT^ TTsr Trer

HalamaTL

Usulaii Kebutuhan Piemeliharaan

(21)

{22)
Kuasa Pengguna Barang

NIP (23)

•(2)

(if



Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barangyangdipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD sepertidigunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jikaBaik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(21) Diisi tempatdan tanggal disahkan.
(22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



3. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH
PENGGUNA BARANG.

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

KOP SURAT (1)

(2)
Sangat Segera

(3)
Hasil Penelaahan RKBMD
Tahun ..(4) pada...(5)

Tempat, TanggalBulan Tahun
Kepada
Yth (5)

Di-

.(6)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (7)
tanggal (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) Tahun (4) pada .... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat
ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut:
1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi

berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasikan
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan
Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

.(8)

Petunjuk Pengisian:
(1) Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang

bersangkutan.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.
(6) Diisi lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang).
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit

Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan

RKBMD.



4. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.
HASH. PEHELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAEAH

(RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN (3)

PEa«4ERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA
PENGGUNA BARANG

(5)
(6)

(7)

Usulan RKBMD
Kebutulian'
Maksimum

Prograxn/Kesitan/Output

A. Progrg
1. Kegiat^

OutpuF^

~2. KegiatanT
a. Output .

Program .
1. Kegiatan.

"in Qu^ut^

± Keg{^
Output .

3. Dst .

e. &st

(8)

Kode Barang

X.X.X.X.X.:

X.X.X.X.X.X3C.XXX

(9>

Nama.

Baxartg

(lO) (11) (12) (13)

Wo Nazna Jabatem Tbd./i'araf T^unggal

1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
2. Pengurus Barang Pengguna

(14)

Data Daltar BaraxiB Yang Dapat
Dioptimalkaxi

Kode

Barazig

(IS)

Naroa

Barazig

(16) JIZL (18)

Ha.ta.man.

Kebutulriazi Riil

Barang Milik Daerah Rencana Kebutuhan

Pengadaazi BMD Yang
Disetujui

(19)

Jumlah

(20) (21)

Satuan

(22)

Cara

Pemenulian

(23)

(2S)
Disetujui,

PengecunaBarang (26)

>271

NIP (27)

•(V

(24)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa PenggunaBarang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku,
(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untukdioptimalisasikan.
(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan

sesuaiketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(21) Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.
(22) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(23) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau

pembelian.
(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



5. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVTNSI

(6)

(4)
(S)

Program/Kegiatan/Output

m

1. Kegiatan
a. Output

2. Kegiatan ,

Output ,

B. Program

1. Kegiatan ..
a. Output

2. Kegiatan

a. Output

C. Dst

Telah

diperiksa;

<81

KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH (RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUI^^ BARANG
TAHUN

(3)
Ha laman . .(1)

Barang Yang
dipelihara

Usulan Kebutuhan Pemeliharaan

Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan BMD

Kode Barang Nama Barang Jumlah

X.X.X.X.X.JCX.X3CX

X.X.X.X.X.XX.3CICX

J2L (10) ui)

Pejabat Penatausahaan Pengguna Baiang
Pengurus Barang Pengguna

_112L

Statxis

Barang

J[13L (14)

Kondisi Barang

RB

(15) (16)

Nama

Pemetiharaa

(17) (18)

Yang Disetujui

Jumlah

(19) (20)

(23) Disetujui,
Pengguna Barang (24)

(25) NIP.

(25)

(21)

16

(22)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor unit.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barangyang dipelihara jika RusakRingan (RR).
(16) Diisi sesuaikondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untukdilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untukdilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(20) Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.
(21) Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

V,
I



6. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

(4) KABUPATEN/KOTA
: (S) PENGGUNA BARANG

: (6)

No. P rogram/Kegiatan/Outpu t

A. Prograi

3.). Kegiatan.

2)- Kegiatan.

a. Output

B. Progra m

3-). Kegiatan.

a. Output

2). Kegiatan.

a. Output

3). Dst

(7> (8)

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG IVIILIK

DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG

(2) TAHUN (3)

Rencana Kebutuhan Pongadaan Barang Milik Daerah (Yang DIsetujui)

Kode Barang Nan-ia Barang

x.x.x.x.x.xx.xxx

X.X-X.X-X.XX.XXX

O) (a.O)

Junnlal-i

(iS) Kuasa Pengguna

Barang (3.6)

£AZ1 NIP.

6

(3-7)

I-IcL let mcL rt : a)

Cara Pomenuhan Ket.

(3-3)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kotayang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor unit.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau

pembelian.
(14) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(15) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(16) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(17) Diisi nama dan NIP pejabatyang mengesahkan.



7. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

raiMERlNTAH

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA
PENGGUNA BARANG

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANO MILIK
DAERAH (RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGQUNA BARANG
^2) TAHUN (3)

(4)
(5)
(6)

Malaman (1)

Barang Yang
Rencana Kebutuhan BMD

Pemeliharaan

Ket.
No. Program/ Kegiatan/ Output

Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan
Kondisi Barang Nama

Jumlah SatuanStatus Barang
B RR RB Pemeliharaa

1 2 3 A- s 6 7 8 9 lO 11 12 13 14

A. Program
1. Keedatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.xxx

2. Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.xxx

3. Dst

B. Program
1. ICeEFiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX.XXX

2. Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.xxx

3. Dst

C. Dst

f 1 f 141 (ISl f lei (17) (18) (19) (20)
(7) (8) (9) (lO) (11) (12) |loj ' '

(21)
Kuasa. Pengguna Barang

(22)

(231 NIP.

(23)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisibarang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama RKBMD yang disetujui.
(18) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaanyang disetujui.
(19) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

fifi



8. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

(4) KABUPATEN/KOTA

: (S)

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA

BARANG (2) TAHUN

(3)
Halaman : (3^

No.
Kuasa

Peneeuna

Uculan Barang Mlllk Daerah Kebutuhan Maksimum [3ata Daftor Barang Yang Da pat DIoptimallsaslkan Kebutuhan RDI Baiang MDIk
Ket^

Kode Batang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan

1 2 3 4 5 6 7 s 9 lO 12 13- 7-11 14 15

X.X.X.X.X.XX.XXX

2). Kefiiatan

X.X.X.X.X.XX.XXX

3). Dat

B. Program

1). Keglatan

a. Output

2). KeAiatan

a. Output

3). Dst

2. Kuasa Pon^una Barani{....

a.). KoHlatan

a. Output

2). KoAlatan

a. Output

x.x.x,x.x.xx.xxx

3). Dst

B. Dst

3. Dst

iA a\ (20^
(6) (7) (8) (9> (AO (UL) (0.2) (13) (3L4-) (IS) t / llol 12S2

Pengguna Batane

122)

NJP {23)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama PenggunaBarang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Diisi satuan barangyangdiusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi standarkebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan

standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantitaskebutuhanriil yang dibutuhkan.
(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(22) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



9. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/KOTA :
(4)
(5)

Kuosa PenBBuna
BsiranB/Prosrom/Kesiatan/ Output

J2L

. Pongguna Barang..

A. Program

1). Kegiatan.

2). Kcgiaton.

B. Program

1). Kcgiatan.,

2). Kcgiatan.

3). Pst

2. Kuasa Pengguna Barang..

Output ,

3). Pst

TTT

Kode Barang

X.X

X.X.JC.X.JC,

X.X.X.X.X.3C3C.XXX

USULAN RENCAKA KEBUTUHAN PEa«ELIHARAAN BARANO MILK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANO (2)
TAHUN (3)

Barans Yang Dipclihara

Status Barang
Kondist Barang

Nama. Barang

?

J2L (11) (13)

RR

—g—

(1^1

RB

-nr"

(IS)

Mataman. (I)

Usulan Kcbutuhan Pemolihoz-aan

Neuna

Pemcsliharaan

n

JumUxh

—rz—

Satuan

T3

(16) JIZL

(20)
Pongguna Barang (21)

>22'
NIP (22)

(18) (19)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahim anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana keija SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2),unit, buah,
set, dan sebagainya.

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(21) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



10. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH

PENGELOLABARANG.

Nomor

Sifat

Lampiran
Hal

KOP SURAT (1)

(2)
Sangat Segera

: (3) berkas
Hasil Penelaahan RKBMD

Tahun .... (4) pada .... (5)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada
Yth (5)

di -

(6)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (7)
tanggal (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) Tahun (4) pada .... (5) pada prinsipnya
kami menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada
lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi

berupa satuan BMD yang direkomendasikan untuk
dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan perubahan menjadi RKBMD Pengguna Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 di atas paling lambat Minggu
ketiga bulan Juni.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengelola Barang

Petunjuk Pengisian:
(1) Kop surat resmi yang berlaku.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Diisijumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi nama SKPD.
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD.
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh

SKPD yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil

Penelaahan RKBMD.

'1



11. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG.
HASIL UTJTJTTTA AH A N RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANQ MILIK

DAERAH (RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG

(2) TAHUN (3)

PEMEKINTAH PROVINSI

(e)

(4) KABUPATEN/KOTA

-- (5)

Usulan
gTrr^TnTTTl

Kebutuhan

MaJcsinaum

Pzosram/Kegiatan/ Output

1 • ±t.uasa ±^engguna fctarangr
~7ST FiSgrSm"

1). Kegiatan.
Uutput

±(.egiataxT7
a. Output

3). Dst .

JBT i^irogx^ani
11. J:we~slcn£uci7

eL ^xxtpvCz.

•2). Kegiatan.
a. output ,

ust.

K.uasa t'engguna .

1). Kegiatai
a. (_Ji_itput

21. Kegiatan....

a. Output .

3). Dst.

J2L

Kode Barartg

x.x.x.x.x.xx.xxx

X.X.X.X.X.XX.XXX

X.X.X.X.X.XX.XXX

Nama

Barang

J2L (lO) (111 (121

llt]j>erifcsa: Nama oaciatan Ttd./Para TanReal

1.1 P«iabat Penatausahaan BaranR

2- 1 PenKurus BaranR PenRclola

(13)

Data Dafcar Baraxig Yang Dapat

Kode Barang

9

(14)

Nama

Barang

lO

(IS)

Jumlati

Tl

(16)

Satuazi

12

JiZL

Kebutuhan
RiU

Juznlah

13

(18) (191

Rencana

Kcbutuhan

Pengadaan Barang
Milik ni

vTumlah Satuan

(20) (21)

(24) Disetujui,
Pengelola Barang (25)

f'lasi NIP.
(26)

Malaman

Cara

Pemenuha

-TT-

(22)

(1)

(23)

f



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan.
(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan.
(16) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaanyang disetujui.
(21) Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlalcu yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(22) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25) Diisijabatan PengelolaBarang yang melakukan penandatanganan.
(26) Diisi nama dan NIP pejabatyang mengesahkan.



12. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

PE^BRINTAH PROVINSI

(4) KABUPATEN/KOTA

= (S)

HASIl. PEasiELAAHAN RBNCANA KEBUTUHAN PEaHELIHARAAN BARANG MILIK
DAE:RAH (RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG
(2)

TAHUN

(3)

_IS1_

ICuasa Pcngsiona Baz'ang/Program/ICcgxatan/Ou^ut

1. Kuasa Pengnruna Barang....

A. Program

11. Kegiatan
a. Output

21. Kcgjg'-"'!
a. Output...*

31. Pst

B. Program

Kegiatari,..«

a. Oiitpxit

S\. Kcgjatan

a. Q-u-tput:

3>, Pst

2. Kucusct Peiagpcima. Baramg*...
A. Program

1). Kegia^^'n.
a. Oixtpiit

2). Kegiatan....,

a> OvitpiAt

31. Pst

B. Pst

3. Pst

TTT

Barans Vang
Dipolxliarct

Kode Barons

X.X.X.X.X.90C.X70C

X.X.X.X.X.JQC.X30C

X.X.X.X.X.XX.:

Nazna

Barang

Status

Barang

(12)

»rilcsa: Nama Ual^ata Ttd./Paraf Tanggal

1. Peiabat Ponotausahaon Barang
Pongurus Barang Pengolola

Kondisi Barang

Jh£a.lam€2.Tt, . (1)

Usulan Kebucuhan Pemcliharaan

Rcncana KcbuCulian

PcmelUiaraan BMD

Yang Pisctm'iii

Nama

Pemcliharaan

(16)

12

JIZL

Jumlah

14

(22) Disctujui,
PexigelolaBarans** (23)

(241 NIP.

(24)

J20L _121L



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjampakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(20) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan
sebagainya. i i

(21) Diisi keterangan dan/atau informasi pentmg lamnya yang perlu diungkap.
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(24) Diisi nama dan NIP pejabatyang mengesahkan.



13. FORMAT RKBMDPENGADAANPADA PENGGUNA BARANG.

RENCA.IMA. KEBUTUHAN PENGAOAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG — <2)
TAHUN (3)

PEMERINTAH PROVINSI : <41
KABUPATEISt/KOTA : <S>

No. Kuaaa Pengguna Bq rang/Proeram/Koniatan/Otrf^trf Rencano Kobutulian Pengadaan BMD
Cara Pemertuhan Ket.

Kode Barang Narrta Barartfi Jumlali Satuan

X 2 3 6 6 7 8

i- KuasEi Pengguna Baranfi....

A. Proerann

i). Kogiatan

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

2). Kogiaton
a . Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

3). Dst

B. Praeram

a.). Keeiatan

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

2). Ke^atan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

3>. 0»t

2. Kuaaa Peng^na Barang....
A. Proeram

a.). Keglatan

a. Output ....

X.X.X.X.X.XX.XXX

2). Kegiatan

a. Output

X.X.X.X.x.xx.xxx

3). Dst

8. Dst ....

3. Dot

<e) (7) <S) O) <aLO) <a.i) (a.2) <i3)

<a>*)
Pen£eunca Barang. OL5)

NIP <a.6)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yangbersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan.
(6) Diisi nomor unit.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnyayang perlu

diungkap.
(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(15) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



14. FORMAT RKBMDPEMELIHARAANPADA PENGGUNA BARANG.

PBMBRINTAH PROVINSI

KABUPA1EN/KOTA

JSL

Kuasa. Pensguna.
Barang/Prosnun/Kceiatan /Output

1. Kuasa PenRBuna Barans-'
A. Prognom

1). Kegiatan.

Output .

Output ,

3). Dst .

B> Program .

1). K«5giatan.
Output ,

2). Kegiatan.

3). Dst .

A. Program .

1). Kegiatan.
Output ,

2). Kegiatan.

Output

3). Dst .

TTT

(4)
(5)

Kodc Barang

X.X.X.X.X.XIC.:

X.X.X.X.X.90C.9a0C

XJC.X.XJC.JOC.XXX

J8L

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANQ MI1.IK DAERAH
(RENCANA PEMEHHARAAN)

PENGGUNA BARANG (2)
TAHUN (3)

Baracig Yang Dipclihajra

Nama Barang Status Barang

J2L JULL U2)

Kondisi Barang

JldL JiSL

Hato.man.. (J)

Rencana Kcbututian Pemelihaxaan BMO
Yang Disetujui

Nama

Pemelitiaraan

(161 (17)

(20)
Peneguna. Barans (21)

(321

NIP (22)

'181 JISL



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barangyang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(17) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(18) Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaannya sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set,
dan sebagainya,

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(20) Diisi tempatdan tanggal disahkan.
(21) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



15. FORMAT RKBMDPENGADAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MII-IK OAERAH

<RENCSANA PENGADAAN)
PROVIIMSI/KABUPATEM/KOTA <2)

TAHUN (3>

Pongguno Bq rang/Program/Keelata n/OutpLit

a

X. Pongguno Barang

A. Program
J.). Ko^otan ....................

a. Output

2). Kogjatan
a. Output

3). Pat

B. Progrann
a.). Keglatan

a. Output

a>. K^Catan .....................
a. Output

3). Pat

a. Pencguna Barang

A. Program
aj. Kofgatan

a. Output

a). Kcgloto n

a. Output -

3). Pat

B. Pat

3. Pst

(S>

Rencana Kebutuhan BMP

Kode Barang Nama Batane

>c.x,x.x.x.xx.x*x.

X.X.X.X.X.XX.XXX

X.X.X.X.X.XX.XXX

<e) <7) <S)

ffalamcm - (2)

Pemenuhan Kobutuhan BMP
Cara Pomenuhan

Satuan

(a-o) <=L2)

(14) PENGELOLA BARANG (IS)

1161 NDP.
(16)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan

rencana kerja SKPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(8) Diisi kuantitas barangyangdiusulkan.
(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang(m), luas (m^), unit, buah, set,dsb.
(10) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui.
(11) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, bu^, set,dsb.
(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(14) Diisi tempatdan tanggal disahkan.
(15) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



16. FORMAT RKBMDPEMELIHARAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
RENCANA KEBUTUHAN PEavIELIHARAAN BARANG MILIK

DAERAH (RENCANA PEMELIHARAAN)
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(2)
TAHUN (3) fjalamcin •a)

Penssun
EL

Barang Vang
Rencana Kebutuhan Pcna<

BMD Yang Dis
slihax-aan

iGtuJui
Ket.

No.

Kode Barang Nama

Baz-ane
J^uznled:! Satiuan ^58 4* V fQ

Kondisi B<ireing Nazna. Jumlah Satuan
Bax-Ems/Proeraixi / Kegiatan/Out Barang B RR RB Pemeliharaa.

1 2 3 4 6 7 8 9 lO i 1 12 13 14

X.X.X.X.X.XX.300C

31. D St .....

1). Keio atari

a- Output

2). Keeiatan

a- Output
X*X*X»X.X.XX.90CX

3). Dst

2. Pemggunia Barang

1). Kef^atan

x.x.x.x.x.xx.xxx

a; Output

3). Dst
X.X.X-X.X-XX.XXX

B. Dst

3.

(4) {7\ rs) flOl rin (12) J13) (141 (15) (16) (IVl

(18) PENOELOLA BARANG (19)

(20)



Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nomor urut. , i
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan

rencana keija SKPD.
(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti

digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan BMD yang disetujui.
(15) Diisi kuantitas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(16) Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(17) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(18) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(19) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.
(20) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



17. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROV1NSI

: (4) KABUPATEN/KOTA

reNGGUNA BARANG '

J2L

Kuasa

PenCfiuna

Barang/Program/Kogaton/Out

A. Proetam •

1). Keglatan..

a. Output.

2V Kefilatan..

a. Output •

3). D»t

B. Program •

1). Ke^atan..

o. Output

21. Keglatnn..

a. Output •

H. Keglatan..

a. Output.

21. Keglatan..

a. Output.

3). Dst ,

J2L

Kode Barang

XJU(.XJtJCXXXX

XJt.X.XJtJCKJO(X

XJC.X.XJCJU!J(XX

XJt.X.XJC.XXJtXX

X.X.X.XJtJtX.XXX

(9)

Nama Barang

(±0) _(1±L ga)

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MlUK

DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA

BARANG (2)

TAHUN

(3)

MenJadI

(13)

Alaaan

Ponibaha

(±5)

Kebutuhan Maksimum

gs) <17)

Data Daftar BarangYang Dapat Oioptimalisaslkan

Kode Barang Nama Barang

±2 13

(18) (19) (20) J21J_

(25) Kuasa Pongguna

Barang

(2S)

(2Z1 NIP.

- (27)

Halaman: (1)

Kobutuhan RBI BMD

Jumlah

IB

(22)

Satuan

It

Ket.

IB



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang akan diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kotayang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(12) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya

(13) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

(14) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku.
yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barangyangmasihdimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(19) Diisi namabarang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(20) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(21) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(22) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan
(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan
(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



18. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG

W
(5)

(6)

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN (3)

(1)

No. Program/Kegiatan/Output

Barang Yang Dipellliara
Nama.

Pemeliharaan

Semula Menjadi
Alasan

Perubahan
Ket.

Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang
Kondisi Barang

Jumlah Satuan Jumlah Satuan

B RR RB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 IS 16 17

1. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

2. Kegiatan
a. Output

3. Dst
X.X.X.X.X.XX.XXX

B. Program
1. kegiatan

X.X.X.X.X.XX.XXX

2. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

3. Dst

U. Dst

(7) (8) (9) (lO) <11) (12) (13) (14) (IS) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

(24)
Kuasa. Pengguna Barang

[25)

<261

NIP (26)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor unit.
(8) Diisi nama program/ kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(20) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDpemeliharaan.

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perub^an pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(26) Diisi nama dan NIP pejabatyang mengesahkan.



19. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN
PERUBAHANRKBMD OLEH PENGGUNA BARANG.

Nomor

Sifat

Lampiran
Hal

KOP SURAT (1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada

(2) Yth (5)
Sangat Segera

(3) berkas di -
Penyampaian Hasil (6)
Penelaahan Usulan

Perubahan RKBMD

Tahun .. (4) pada .. (5)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (7)
tanggal (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun (4) pada (5) pada prinsipnya kami
menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Pengisian:
(1) Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang

bersangkutan.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.
(6) Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Kuasa

Pengguna Barang yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil

Penelaahan RI®MD.



20. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG

.... (4)

(5)
(6)

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUIUHAN PENGADAAN BARANG MILK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN (3)

..(1)

No

Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah
Kebutuhan

Maksimum

Data Daftar Barang Yang Dapat
Dioptimalkan

Kebutuhan Riil

Baiang Mililc Daeiah

penetaahan Perubahan

Rencana Kebutuhan

Pengadaan BMD
Yang Disetigui Cara

Pemenuhan
Ket.

Program/Kegiatan/Output Kode Baiang Nama Barang
Semula Menjadi

Alaan

Perubahan
Jumtah Satuan

Kode

Barang
Nama

Barang
Jumtah Satuan Jumtah Satuan Jumtah Satuan

Jumtah Satuan Jumtah Satuan

i 3 3 4 5 6 7 d d Jj J3 14 15 16 i? 16 li il 22

A. Program

1. Kegiatan
a. Output

x.x.x.xjc.xxjacx

2. Kegiatan
a. Output

3. Dst

B. Program
1. Kegiatan

a. Output

XOC.X.XJC.XX.XXX

2. Kegiatan
a. Output

3. Dst

C. Dst

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

No Nama Jabatan "^anggal

1. Pejediat ftnatausahaan Pengguna Barang
2. Piengurus Barang Pengguna

(28)
Disetujiii,

PenggunaBarang (29)

(301

NIP. , ... (30)

/^f



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m=^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(19) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(20) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan,

(21) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi kuantitas kebutuhan riilyang dibutuhkan.
(23) Diisi satuan kebutuhan riilyang dibutuhkan.
(24) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan

perubahan.
(25) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(26) Diisi sesuaidengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(27) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(28) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(29) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(30) Diisi nama dan NIP pejabatyang mengesahkan.



21. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG

(4)
(5)
(fi)

PERUBAHAN BASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILDCDAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG (2)
TAHUN (3)

Halaman (1)

No. Program/Kegiatan/Output

BarangYang Dipelihara Semula Menjadi

Alasan

Perubahan

Perubahan Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan BMD

Yang Disetujui
Ket.

Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang

Kondisi Barang
Nama

Pemeliharaan
Jumlah Satuan Jumlah Satuan

B RR RB Jumlah Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 la 19

A. Program
1. Kegiatan

a. Output

x^.x.x.x.xx.xxx

'2. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

3. Dst - •

B. Ftt>gram
1. Kegiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX.XXX

2. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XXJCXX

3. Dst

C. Dst

—nsi— (T91— (20) " (21) (22) (23) (iM) (!ib|
(») (y) (10) (11) (12) (13) (14) (IS) (10)

Telah d^criksa:
No Nama Jabatan Ttd./P&raf Tanggal

1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
2. Pengurus Barang Penetnina

Pengguna Barang
(26)

. {27

J28

(28



Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa PenggunaBarangyang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsiyang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yangdipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentu^ yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjampakai.
(14) Diisi sesuaikondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jikaRusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jikaRusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(20) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barangyang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi kuantitas Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(24) Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(27) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



22. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG

(2) TAHUN (3)

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA
(S) PENGGUNA BARANG

: (6)

(4) Halaman . (V

No. Program/Kegiatan/ Ou^ut Kode Barang Nama Barang
Semula Menjadi Aiasan

Perubahan

Perubahan Rencana

Kebutuhan Cara Ket.

Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13

A. Program

1. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX. XXX

2. Kegiatan

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

3. Dst

B. Program
1. Kegiatan

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

2. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

3. Dst

C. Dst

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (IS) (16) (17t (18) (19)

Kuasa Pengguna Barang

NIP.

(20;

(2i;

J22J
(22;



Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unitjbuah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDPengadaan.

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaanyang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

(17) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(21) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

li



23. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
PERUBAHAN RENCANA KEBXJTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK

DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG

ft)
TAHUN

(3)PEMERINTAH

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA
PENGGUNA BARANG

6)

Halaman . (1)

No. Program/ Kegiatan/Output

Barang Yang Semula Menjadi
Alasan

Perubahcm

Perubahan Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan
Ket.

Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status

Barang

Kondisi Barang
liajntt

PemcUharaa

n

Jumlah Satuan Jumlah Satuan
BMD Yanc Disetuiui

B RR RB Jumlah Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A. Program
1. Kegiatan

a. Output
X.XJC.X.XJCX.XXX

2. Kegiatan
a. Output

X.XX.X.XJUC.XXX

3. Dst

B. Program
1. Kegiatan

a. Output
X.XJC.XJC JCX.XXX

2. Kegiatan
a. Output

X.XJC.X.XJCX.XXX

3. Dst

C. Dst

11 11 m n I17\ list (19) 1201 (211 (22) (23) (24)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (la) UOf I'-n

(26)
Kuasa Pengguna Barang

{27)

f28) nip!
(28)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B)
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jikaRusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jikaRusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan
sebagainya

(20) Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan.

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
pemeliharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yangsudah pernah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang
disetujui.

(24) Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui
pemeliharaanya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(27) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



24. FORMAT PERUBAHANUSULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

: (4) KABUPATEN/KC3TA

: (5)

Kuasa
Pengguna

Barang/ ProKram /Kegiatan /Out

1. Kuasa PenRwina Barang.,
A. Profpram ,

1). Kegiatan.,

2). Keftiatan....

a. Output ,

3). Dst

B. Program ,

1). Kegiatan.,

Output ,

2). Kegiatan.

a. Output ,

2. Kuasa Pengguna Barang.,
A. Program ,

a. Output .

2). Kegiatan....

a. Output ,

TIE

Kode Barang

X.X.XJCJCJCXJ

X.X.XJCJCJCX.;

x.x.xjcjt jcxjocx

J8L

Nama
Barang

_£iOL

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILDC
DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA

BARANG (2) TAHUN

(3)

Menjadi

JilL J13L

Alasan

Perubaha

114)

Kebutuhan Maksimum

US) (16)

Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan

Nama

(17) H8)

Jumlah Satuan

>19)

(24) Pengguna
Barang

(25)

(26) NIP.

(26)

(1)

Kebutuhan Riil BMD

J21L f221 f231



Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barangyang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kotayang bersangkutan.
(6) Diisi nomor unit.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggoiongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggoiongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(19) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



25. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA
(4)
(5)

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN (3)

.(1)

No.
Kuasa Pengguna

Barang/Program/ Kegiatan/Output

Barang Yang Dipelihara
Nama

Pemcliharaan

Semula Menjadi
Alasan

Perubahan
Ket.

Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang
Kondisi Barang

Jumlah Satuan Jumlah Satuan
B RR RB

1 2 3 4 6 7 9 lO 11 13 14 15 16 17

1. Kuasa Pengguna Barang....
A Program

1). Kcgiatan

a. Output

X.XJC.X.3C.XX.XXX

2). Kegiatan
a. Output

X.XJC.X.X.XX.XXX

3). Dst

B. Program
1). Kegiatan

a. Output

X.XJC.X.X.XX.XXIC

2). Kegiatan
a. Output

• •3j;""Dst
X* .36 . 30t.3QDt

2. Kuasa Pengguna Barang....

A Program
1). Kegiatan

a. Output

X.XJC.X^.X7C.XXX

2). Kegiatan
a. Output

X.XJC.X.X.XX.XX3C

3). Dst

B. Dst

3. Dst

(6) (7) (8) (9) (lO) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Pengguna Barang
. (23)

.. (34)

j2a
(25)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barangyang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan .
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan.

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



26. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKBMD OLEH
PENGELOLA BARANG.

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

KOP SURAT (1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

(2)

Sangat Segera

(3)berkas

Penyampaian Hasil
Penelaahan Usulan

Perubahan RKBMD

Tahun..(4)... pada .. (5)

Yth.

di-

Kepada

.(5)

(6)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (7)
tanggal (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun (4) pada (5) pada prinsipnya kami
menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengelola Barang

M

:^etunjuk Fengisian:
(1) Kop surat resmi yang berlaku.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi SKPD (Pengguna Barang) yang dikirim.
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD.
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh SKPD

yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil

Penelaahan RKBMD.

fi



27. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

PBMERINIAH PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Kuasa

Pengguna
Barang/ Program/Kcgiatan /Out

n Kuasa unaBarang

a. Output

2). Kegiatan
a. Output

3). Dst

2. Kua^ Pengguna Barang

Kegiatan
a. Output

7), Kegiatan

a. Output

3 . Dst

PERUBAHAN HASIL PENEZ.AAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MO^IK
DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG

(2) TAHUN (3)

Halamam.

Usulan RencanaKebutuhan Pengadaan Barang MilDc Daerah Kebutuhan Data Daftar Barang Yang
Dapat

Dioatimalka

Kebutuhan
Riil

Barang Milik

Penelaahan

Perubahan Rencsuia

Kebutuhan
V»KMr\

Kode Barang Nama Barang
oumlah Satuan

Jabatan

Peiabat Penatausahaan Barang
Pengurus Barang Pengelola

Malcsimum

Menjadi

J^umlah
Jumlah Juml^ uumlah

(27) Disetujui,
PengelolaBarang (28)

^ NIP.
(29)



Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

peneiaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil peneiaahan
RKBMDPengadaan.

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil peneiaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu; panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(19) Diisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(23) Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk

dilakukan perubahan.
(24) Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk dilakukan

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(25) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(26) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(27) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(28) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(29) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



28. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RBNCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANO MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENOQUNA BARANO (2)
TAHUN (3)

PEMERINTAH PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA
C)
(S)

w

Barang Yang DipoUhara

Program/ Kegiatan/ Output
Kodc Barimg Nama Barang Status Barang

1. Kuasa Pengguna Barang..

A. Program

1). Kcgiatan.
a. Output.

X.X.X.X.X.XX.XXX

2). Kcgiatnn..

a. Output .
X.X.X.X.X.XX.XXX

3).

B. Program
1). Kegiatan.

X.X.X.X.X.XX.XXX

2). Kcgiatan.
o. Output.

3).

t Pengguna Barang..

A. Program ,

tt
a, Output .

L.X.X.XX.XXX

12). Kcgiatan.

a. output .
X.X.X.X.X.XX.XXX

-3r

w •W TTor IW •mr

No Nama Jabatan Ttd./Paraf Tanggal

1. Pejabat Ponatausahaan Barang
2. Pcngurus Barang Pengelota

Kondisi Barang

TW TTsr

Nama

Pcmeliharaan

TW

JumlaJi Satuan

-tttt

Mctyadi

Hataman (1)

Perubahan Rencnna

Kebutuhan Pcmeliliaraan BMD

Yang Dtsetujui
Satuan

Is

Alasan

Pcrubaltan

Jumlali

17

Satuan

Is

T?Tr

(25) Disetiu'ui,
PengelotaBarang (20)

>271
NIP (27)

fiir-i



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. _ i. i , .
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemehharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(19) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

(22) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(25) Diisi tempatdan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



29. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA

(4)
(5)

PBRUBAHAN RBNCANA KEBUTUHAN PE34GADAAN BARANO MI1.IK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN (3)

Hataman : (1)

No.
Kuasa. Pengguna

Barang/ Program/KeBiatan/Output Kode Barang Nama Barang
Semula Menjadi Alasan

Perubahan

Perubahan Renc»na Kebutuhan

Ptengadaan BMD Yang Disetujui Cora Pemcnuhan Ket.

Jumiah oauusixx jUiUliUi Siicuim •Jumian satuan

" 1 3 4 & 6 • — 7 8 y lO' 11 12 13

1. Kuasa Pensguna Uarang....

A. Program

1). Kegiacan
a. uutput

X.X.X.X.X.XX. XXX

2).- Kegiatan

a. Uutput
X.X.X.X.X.XX.XXX

a). L>st

ts. Program

a. Output

X.X.X.X.X.XX.XXX

2). K.egiatan
a. output

XJC.X.X.X.XX.XXX

a), ust

K.uasa pengguna fcsarang....

A. Program

I). Kegjatan

a. Uutput

X.X.X.X.X.XX.XXX

A.Jl..A.A.A.AA.AJIJ>.

O)-

t*T\
_

(e) (9) f-i©) 1±9) (IC) (IT) (lO)

(19)
Pengguna Barang

(20)

'21'
NIP (21)

fir f



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(15) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

(16) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(17) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(18) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(19) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(20) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(21) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

0



30. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.
PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK

DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG (2)

TAHUN (3)

PEMERINTAH PROVINSI :

(4) KABUPATEN/KOTA

: (5)

Halaman (1)

No. Kuasa Pengguna
Barang/ Program / Kegiatan / O utput

Baa•ang Yang Semula Menjadi Perubahan Rencana

Kcbutuhan
Kot.

Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang
Kondisi Barang Pemeliharaa

n
Jumlah Satuan Jumtah Satuan Perubaha Pemelihairaan BMD

B RR RB
n Jumlah Satuan

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19

1. Kuasa PenRKuna BaranR....

2). KoRiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX.X7CX

3). Dst

B. ProRram

1). ECegiatan

x.x.x.x.x.3ac.xxx

a Output

3). Dst

2. Kuasa PezijcRuna BaranR....

a Output ........................

X.X.X.X.X.XX.XXX

3). Dst

B. Ust

3, Dst

(6) (7) (8) P) (10) (II) (12) (13) (11) (IS) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1

(2S)
Pcngguna Barang

i26)

f27^ NIP.

(27)



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsiyang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).^
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(19) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

(22) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.^
(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(25) Diisi tempatdan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



31. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PROVINSI/KABUPATEN.

Pengguna.
Bamng/Program/ Kegiatan/Output

2 ~
1. Per»p;f»^3nn Barang....

A. Program

1). Kegiatan
a. Output

2). Kegiatan
a. Output

3). Pat

B. Program

1). Kegiatan
a. Output

2). Kegiatan
a. Output

3). Dst ~

2. Pengguna Barang....
A. Program

1). Kegiatan
a. Output

2). Kegiatan
a. Output

3). Dst

B. Dst

3. Dst

Kode Barang

X.X.X.X.X.JCJC.XXX

X.X.X.X.X.XX.XXX

X.X.X.X.X.JCX.XJCX

X.X.X.X.X.XX.:

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK
DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)
TAHUN (3)

Nama Bairang
Semula Menjadi

vTumlah Satua.n Jumlah Satuan

Alasan

Perubaha

Perubahan Rencana

Kebutuhan

Jumlah Satuan

lO 11

(17) PENGELOLA BARANG
(18)

NIP

(19)

Malaman : (J)

Cara Pemenuhan

13

r



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan

rencana kerja SKPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(8) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(9) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(10) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(13) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

(14) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(15) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(16) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(17) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(18) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

Ki



32. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

(4)

Pengguna Biirang/ ftogram/ Kesiatan/ Output

A. Program
1). Kegiatan

a. Output ,

2). Kegiatan
^ Output

B. Program

2). Kegiatan
al Output .

2. Pengguna :
A. Prograr

2). Kegiatan
a. Output .

JL

B. Dst

3. Dst .

Tsr

Kode Barang

3

X.X.X.X.X.XX.XXX

X.XJCJC.X.XX.»OC

X.X.XJC.X.XX.XXX

"W

Nama Barang

4

"W

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANO MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)
TAHUN (3)

Barang Yang Dipelihara

Status Barang
Kondisi Barang

B RR RB

Pemeliharaan

12

(8) -W (121 713) •JIW

Menjadi
Alasan

Perubahan

..(1)

Perubahan Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan BMD
Yang Disctujui

Jumlah

17

Satuan

18

Kct.

-T9-

(20) (21) (22)

PENGELOLA BARANG (24)
(23)

..(25)

fir i



Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomorhalaman.
(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nomor urut. i. , i
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan

rencanakerjaSKPD. i j r-i •
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodelikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaba.
(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(10) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan sebagainya.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah
diusulkan sebelumnya.

(20) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(21) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m^), unit, buah, set, dan
sebagainya. i i

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(24) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

I*
i



n. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

LAFORATJ HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANO MILIK DAERAH
TAHUN {1)

PROVINSl

KABUPATEN/ KOTA
PENGGUNA BARANG

.{2)

(3)
(4)

isr

Nama. Pexnelihaz-aan

Pa^u Anesaran

Pem e 1 Lhara.an

(RP)

T?r

Realisasl

Anggaran

Pemelihaaan

(Rp)

(S>

Tlngkat
ReaJisasi

Anggaran
Peme liharaan

{%)

S -(

(9)

Tingkat

E^siensi

Pelaleaanaan

Belanja
Pemeliharaan

(%)

6-(-»/9)/(3/a)

(lO)

Bfesien/ tidaJic
e Ce sie n

(11)

Target Kineija
Peme1iharaan

(Tahunan)

(12)

Realisasi Target

Kineija. Pemeliharaan
(Tahtjrian)

Tinglcat
Realisaai

Target Kineija
jaeineliharaan

%

EfeUtif/ Hdalc

efeUtif

(17)
Pengguna Barang (18)

flO)

(19)
Keterangan:

.1 diisiefisien jilca-X, (prosentase) TIngkat ET.aenai Pelalcsanaan Belanja Pexxieliharaan ^ lOO % dan tidak eflsien jika TingkatEBaienaiPelaJcaanaan Be^jaPemeimaraan
—)) diiisi efektifjikaTingkat Realisasi Target Kinerja pert%eliharaan a lOO %dan tidak efektifjika%(prosentase) Tingka.t Realiaasi Target Kinei^a pemeliharaan

Alasan Tidalc

Efisien / Tidak
Efektif

/irf



Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi tahun.
(2) Diisi nama Provinsi.
(3) Diisi nama Kabupaten/ Kota.
(4) Diisi nama Pengguna Barang.
(5) Diisi nomor urut.
(6) Diisi nama belanja pemeliharaan.
(7) Diisi jumlah Pagu Anggaran Belanja Pemeliharaan.
(8) Diisi jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pemelihaaan.
(9) Diisi Tingkat Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan atau 5=

(4/3)xl00%.
(10) Diisi Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan atau 6= (4/9)/

(3/8). .
(11) Diisi efisien jika % (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja

Pemeliharaan < 100 % tidak efisien dan jika tingkat efisiensi
Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100 %.

(12) Diisi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).
(13) Diisi Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).
(14) Diisi Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (%) atau

(9/8)xl00%.
(15) Diisi efektif jika Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan >

100 % dan tidak efektif jika % (prosentase) Tingkat Realisasi Target
Kinerja Belanja Pemeliharaan < 100%.

(16) Diisi penjelasan penyebab tidak efisien dan penyebab tidak efektif.
(17) Diisi tempat dan tanggai disahkan.
(18) Diisi jabatan Pengguna Barang.
(19) Diisi

jV BUPATI KARANGASEM^

1x—
I GEDE DANA

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Stamp



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATIKARANGASEM

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN

PENELAHAAN PERENCANAAN

KEBUTUHAN PENGADAAN,
PEMELIHARAAN DAN PENGANGGARAN

BARANG MILIK DAERAH

KARTU PEMELIHARAAN BARANG

Petunjuk Pengisian Kartu Pemeliharaan Barang

Dari tanggal 1 januari 20.... S.d 20

Cara Pengisian: Sudut Kiri Atas :

Unit diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bersangkutan
diisi dengan

Kabupaten Karangasem, Provinsi diisi dengan Provinsi Bali.

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pencataan.

Kolom 2 diisi nomor kode barang yang diperbaiki/dirawat.

Kolom 3 diisi nomor register barang.

Kolom 4 diisi nama barang yang diperbaiki/dirawat.

Kolom 5 diisi jenis pemeliharaan : ringan, sedang atau Berat.

Kolom 6 diisi penyedia jasa/barang yangmelakukan Pemeliharaan.

Kolom 7 diisi tanggal atau waktu perbaikan/perawatan.

Kolom 8 diisi besarnya/biaya Pemeliharaan dalam rupiah.

Kolom 9 diisi dengan bukti pembayaran, kuitansi/bon tanggal

dan nomor.

Kolom 10 diisi dengan keterangan atau penjelasan yang

dipandang perlu.

Pada kanan bawah setelah dibubuhi tanggal pencatatan, kemudian
ditandatangani oleh yang bersangkutan. Setelah laporan tersebut diterima
oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatusahaan Barang, maka dikompilasi
dan dibuat rekapitulasi dalam bentuk DHP untuk perhitungan APBD.



UNIT

KAB/KOTA

PROVINSI

KARTU PEMELIHARAAN BARANG

TAHUN ANGGARAN

No.

Spesifikasi Barang
Nama

Barang Yang
nipelihar?^

Jenis

Pemeliliaraan

Yang
Memelihara

Tanggal
Pemeliliaraan

Biaya
Pemeliliaraan

Bukti

Pemeliliaraan
Ket.

No. Kode No. Register
Rflrprify

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MENGETAHUI

KEPALA PERANGKAT DAERAH.

NIP.

Catatan:

Laporan Semesteran dan Taiiunan diperoleh dari Kartu Pemeliliaraan
Barang

PENGURUS BARANG,

NIP.

BUPATI KARANGASEM,/^^

I GEDE DANA

Free Hand

Stamp


